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SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0005/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/II1/2026

Tentang

STATUS AKREDITASI

PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON, CIREBON

1. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga
Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-
PTKes) No. 1088/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2025 tentang Status Akreditasi
Program Studi Sarjana Farmasi, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan

Cirebon, Cirebon;

2. Bahwa Program Studi Sarjana Farmasi, Universitas Muhammadiyah Ahmad
Dahlan Cirebon, Cirebon, telah mengajukan Surat Nomor 027/11.3.UMMADA-

FF/A/2026, perihal Pengajuan Banding;

3. Bahwa Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes telah menindaklanjuti permbho’hén
tersebut dengan Surat Nomor 0192/SB/K/03.2026 dengan hal Surat Jawaban

Perihal Pengajuan Banding;

4. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi Nomor
004/LAM-PTKes/BA Akr/Il/2026, tanggal 28 Maret 2026 telah memutuskan
Program Studi Sarjana Farmasi, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan

Cirebon, Cirebon, dengan Status menjadi Terakreditasi Unggul;

PTKes.

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen;

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi;

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar
Nasional Pendidikan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun
2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021

o

Tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Bahwa perubahan status akreditasi setelah dilakukan peninjauan ulang dalam
proses banding, dan pencabutan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-
PTKes, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-



Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2025 vyang mengatur tentang Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi;

9. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan
Akreditasi;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07
Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes
Indonesia;

11. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes
(Perkumpulan LAM-PTKes) No. 005/PP/04.2025 tanggal 24 April 2025 tentang
Proses Akreditasi Nasional Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dengan
Instrumen Akreditasi 8 Kriteria (Kualitatif).

Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi Nomor 004/LAM-PTKes/BA
Akr/II/2026, tanggal 28 Maret 2026.

MEMUTUSKAN
Status Akreditasi Program Studi Kesehatan.

AKREDITASI PROGRAM  STUDI SARJANA FARMASI UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON, CIREBON DENGAN STATUS
TERAKREDITASI UNGGUL -

8 W

Status akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program
studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Nomor : 1088/LAM-
PTKes/Akr/Sar/XII/2025 tentang Status Akreditasi Program Studi Sarjana Farmasi,
Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, Cirebon, dicabut, dan dinyatakan
tidak berlaku.

Beberapa rekomendasi dari Rapat Pleno Komite Akreditasi terlampir agar menjadi
perhatian.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di . Jakarta
Pada tanggal . 28 Maret 2026

Ketua;




REKOMENDASI

HASIL RAPAT PLENO KOMITE AKREDITASI LAM-PTKes
PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON, CIREBON

1. Sosialisasi VMTS harus dilakukan merata ke semua mahasiswa, sehingga mahasiswa
memahami keterkaitan VMTS dengan kurikulum dan pembelajaran dan monev harus
dilakukan utk menilai pencapaian visi, misi, dan unggulan.

2. PS perlu menggunakan metode analisis kebutuhan yang dikaitkan dengan prioritas
masalah kesehatan untuk memastikan CP sesuai dengan konteks sosial.

PS perlu memastikan konsistensi kesesuaian prasyarat antar-mata kuliah dan alur
pencapaian kompetensi.

UPPS/PS perlu memastikan bahwa semua dosen dan preseptor memahami early-exposure
yang dilakukan untuk mahasiswa termasuk untuk penerapan Interprofessional Education.

UPPS/PS perlu memastikan bahwa early-exposure dilakukan secara efektif dan konsisten.

3. UPPS harus memiliki kebijakan penilaian lengkap (pedoman akademik, SOP evaluasi,
RPS); mengacu SN-Dikti; disosialisasi berkala sehingga dapat dipastikan pemahaman
variasi bobot penilaian antar mata kuliah.

Sistem umpan balik sudah berjalan baik, namun hasilnya perlu didokumentasi secara
konsisten di LMS atau arsip program untuk semua mata kuliah.

PS harus mengidentifikasi dan menetapkan mahasiswa yang membutuhkan bantuan dan
dukungan tambahan berdasarkan penilaian mahasiswa selama masa pembelajaran.

PS harus menyiapkan berbagai bentuk dukungan kepada mahasiswa yang teridentifikasi
memerlukan kebutuhan tambahan.

4. UPPS perlu menyediakan program dukungan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan
akademik dan non-akademik mahasiswa.

PS harus memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan sumber daya yang
tersedia (SDM, keuangan, serta sarpras).



PS harus memiliki mekanisme dan prosedur untuk memastikan bahwa lingkungan kerja
dan belajar memenuhi standar mutu dan keselamatan mahasiswa.

UPPS harus mempunyai unit yang ditugaskan untuk menjamin keselamatan mahasiswa
baik di dalam kampus dan wahana praktik maupun di lingkungan lainnya.

PS harus menerapkan mekanisme pencegahan risiko yang membahayakan keselamatan
mahasiswa dalam praktik kefarmasian dengan mengidentifikasi, memitigasi, mencatat,
dan melaporkannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Maret 2026

Ketua,




